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KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai negara agraris wajib mengutamakan kesejahteraan petani.
Kesejahteraan petani dapat tercapai apabila para petani memiliki tanah pertanian
sebagai mata pencahariannya, terutama bagi petani yang tidak memiliki tanah
pertanian yang luas. Para petani dapat memiliki tanah pertanian apabila
kepemilikan tanah pertanian tidak hanya dimiliki oleh para petani kaya. Landreform
merupakan cara agar kepemilikan tanah pertanian tidak hanya dimiliki oleh petani
kaya, tetapi juga dapat dimiliki oleh petani miskin. Salah satu progam landreform
adalah larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Skripsi ini memuat
mengenai peran PPAT untuk mencegah pemilikan tanah pertanian secara absentee,
karena PPAT merupakan organ yang langsung menangani mengenai peralihan hak
atas tanah, khusunya melalui jual beli. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis
dibantu oleh beberapa pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan pertolongan-Nya, penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.

2. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi sehingga
penulis terbantu dalam membuat skripsi.

5. Tim Penguji yang telah menguji dan memberikan perbaikan terhadap skripsi ini.



6. Keluarga penulis yaitu Drs. | Gusti Ngurah Wiryawan Budhiana, M. Hum. dan
Dra. Debora Ratnawati Yuwono, M.Hum., sebagai orang tua yang telah
membiayai dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini, I Gusti Bagus Yosia
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saudara-saudara yang telah menjadi panutan yang baik.



ABSTRACT

Absentee can be done with two methods which are, by having more than one
identification card and also irrevocable power of attorney. Official Certifier of Title
Deeds as the official deed of land deed maker, especially Deed of Sale and
Purchase, is expected can prevent an absentee. This research aim is to identify the
duty of Official Certifier of Title Deeds to prevent an absentee in Bantul Regency.
This essay uses empiris method. The results of this research show that there are
four methods that Official Certifier of Title Deeds can do to prevent an absentee.
Which are, the Official Certifier of Title Deeds gives the parties a legal opinion to
prevent an absentee, checks the parties identification card, makes sure that the
parties made a statement letter that does not result in absentee, and the Official
Certifier of Title Deeds do not process the Deed of Sale and Purchase if it can be
an absentee.
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